
BUPATI LEB0IIG 

PROVUISI BE!fGKOLU 

PERATVRAII BUPATI LEB0NG 

IJ0M0R 34 TAHU!f 2014 

TENTAJIIG 

TATACARA PEMBBRJAJf RBWARD DAN PUJfll'HMEJIT BAGI CAM.AT DA!f 
OPAi.A DESA PEMUl!IGUT PAJAK BUMI DAN BANGUll'AN SEKTOR 

PERDESAAN DAN PERKO'l'AAN (PBB-P2) 

Menimbang 

Mengingal 

BUPATl LEBONG 

a. bahwa unruk mdaksaoakan Pcraturan Oacreh 
Kabupaten Lebong Nomor 08 Tahun 2013 tcntang 
Peru bahan Atas Peraruran Daerah Nomor 5 Tahun 
2011 Tentang Pajak Da.erah dan Peraturan Bupati 
Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Petu.njuk Pelaksru,a 
Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan 
Perlrotaan (PBB-P2); 

b, bahwa untuk meninglmtkan Kinerja Crunal dan 
Kepala Desa dalam pelaksana.u, pcngelolaan Pajak 
Bumi Bangunan Pcdesaan Perkotaan (PBB-P2) perlu 
dibe.nkan Reward clan Punishment, serta 
meningkaLkan Pcndapatan A~li Daerali (PAD) 
Kabupaten Lebong; 

c. babwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. clan huruf b di atas, perlu 
d.itetapkan dcngan Peraturan Bupati. 

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tcntang 
Pcmbentukan Provinsi Benglculu (Lembaran Negara 
Republik lodonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembarao Negara Republik lndones1a 
Nomor 2828); 

2. Undang-U ndang Nomor 39 Tehun 2003 Lent.ang 
Pemhf'>ntukafl Kabupaten Lcbnng dan Kabupaten 
Kepahiang di Provins! Bcngkulu (Lcmbaran Nrgaro 
Republik Indonesia iahun 2003 Norn.or 154, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 4349), 



3. Undang-Undang l'fomor 32 Tahun 2004 1entang 
Pemerintah Daerah (Lf!mbarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) . 
sebagalmana telah beberap!l kali tliubah, terakhir 
dongan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
ten1.ang Pentbahan Kedua atas Undang-Uodang 
Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintah Daerah 
(Lcmbaran l'fegara Repulblik Indonesia Tahun 2008 
Nomor -59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daernh dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor t30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pena gihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebaKatmana Lelah diubah deoga.n 
Undang•\Jndang Nomo.r 19 Tahun 2000 tentang 
Penibaban Kedua atas Urulang•Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dcn11an Surat 
Paksa (Lembaran Negara R,:publik Indonesia Tabun 
2000 Nomor 129, Tamibahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

7. Peralurnn Pemt-rintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lcmbaran 
Negar'a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo:r 140, 
Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Oaerab Kabupaten Lebong Nomor 01 
Tahun 2008 tentang P1imbentukan Orga,nisasi 
Perangkat Daerah Kabupalen Lebong sebagaimana 
Lelah diubab dcngan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lebong Nomor l Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 
01 Tahun 2008 tencang Pembentukan Organisasi 
Peran.gkat Daerah Kabupatm Le.bong; 

9. Peraturan Daerab Kabupate.fl Lebong Nomor 05 
Tahun 20 lJ dan perubahannyn Peraturan Daerah 
No. 8 Tahun 2013 te.ntang Pajak D;,erah; 



Menetapkan 

JO. Peraniran Bupat1 fllomor 28 Tahun 2013 ,entang 
Perunjuk Pelaksanaan PaJak Bunu dan Bangunan 
Pcdesaan dan Perkotaan: 

MEMIJTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TBlfTAIIG TATACARA 
PEMBE.RlAl'I REWARD DAIi PUNJSHMEJlfT BAGI 
CAMAT DAN KBPALA DESA PEMUl'fGUT PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAfi DAN 
PERKOTAAl'f (PBB-P21 

BABI 
KETENTUAN MUM 

Pasal l 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dc:ngan : 

1. Daerah adalah Kabupatcn Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adal.ah Bupati ciao Perangl<.at Daerah sebagai unsur 
pcnyele,;,ggara Pemerintahan Dacrah. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 

4 . Dinas adalah Omas Pcndapacan, Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

5. Pajak Dacrah y1tng selanjutnya disebu1 pajak, adalah kontribusi wajih 
J;cepada Daerah yang t.crutang oleb priba:di ntau Bada.n yang bersifat 
memaks9 berdasarkan Un<;lang,Undang, dengan tidalt mendapatkan imbalan 
secara langsung ciao dlgunakan unruk kcperluan Oaerah bagi scbesar• 
besarn.ya kernakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangu.nan Pedesaan dan Perkotaan odalah pajak etas 
Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dl!n/atau dimanfaatkan 
ol11h orang pribaru atau Badan, kccuall kawasan yang di gunakan unruk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

7 , Bumi adalah Permukaan bumi yang mcljputi tanah dan pera.itan 
pedalaman scrta Jaut wilayah kabupetcn. 

8. Banguoan adalah konstruksi telmlk yang d itanam a1au d.ilekalkan secam 
retep pad a tanah dan/ a tau perairan pedalaman dan/ a tau laut. 

9. Nila.t Jual ObJek Pajak . yang selaajutnya disingluu NJOP. adalah barga 
rata•rata yang cilperoleh dari tmnsaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
dan blla mana lidak terdapat transaksi juel beli, fllJOP ditentu!kan melalui 
pcrband.ingsn barga dengan objek lain yang sejertis, atau nilai perolehan 
beru, stau NJOP pengganti. 

10. Subjck Pajak adalah orang pribadi atau &don yang dapat dikeoakan Pajak . 



1 WaJib PaJak adalah orang pribi,d1 arau aadM, meliputi p,,mbaya-ran pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut Jl$jal<, yang mempunyaj hak dan 
kewajlban pcrpajaw, scsuai dengan laelcntuan pemturan Pcrundang 
Undangan perpjljakan Daerah, 

12.Tahun Pajakadalahjangka waktu lrunanya l Csatu} lahun kelendcr . 

13. Pajak yang terutang ada.lab pajak yang haru.s dibayar pada suatu saat, dalam 
masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian Tahun Pajak ses.uai dengan 
keten_tuan peraturan perUndang- Undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah 
surat yang dlgunakan olo:b Wajib Pajak unluk melaporkan data subjek dan 
objek Bumi dan Bangunan pcd~ dan perkotaan sesuai dengan 
ketcntu!Ul peraturnn perU ndang-Undangan perpajaklin daerah. 

15.$umt Pemberitahuan Pajak Terutang, yang aelanjum_ya di.,ingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukao besarnya Pajak 8umi 
dan Bangunan Pcdesaan dan Perkotaan yang terutang pada wajlb pajak 

16. SuraL Ketetapan Pajak 'Oaerah, yang selanjutnya dis!ngkat SKPD adalah 
surat ketctapan pajak yang menentukan besaamya jurnlah pokok pajak yang 
terutang. 

17.Surat Tanda Terima Setoran, yang sclanjutnya disingkaL STTS adolah bllkll 
pembayaran arau pcnyetoron pajak yang telnb dilalrulmn dengan 
mcnggunakan formulir atau tcla.h dilakukan dcngan cara Jain ke kas umum 
daerah melalui u,mpat pembayaran yang dltunjuk oleh Kepala Daerah. 

18. Surat Keteta_pan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selnnjuLnya disingkal 
SKPOU3, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karcna jumlah kredit paja.k Jebih besar dari pada pajak 
yang t~rutang atau scl181'1Usnya tidak terutang. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah au rat 
untu.k mclakukan tagiha:n pajak dan/atau -Sanksi administrasi btrupa bunga 
dan/ atau denda. 

20. Sura.t Kt:putusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hirung, dan/ atau kekellruan dalam pcnerapan 
ketentuan tcrtentu da!am peraturan pcrUndang-Undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Tcrul.aJ1g, Sura! 
Ketelapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketera.pan Pajak Dnernb Kur-ang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Oaerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lcbill Bayar, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, surat Keputusan Pembe!tulan atau Surat Keputus.an 
Keberatan. 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan alas keberatan 
tcrhadap surat Pemberitahuan Pajak Tcruta.ag, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketctapan Pajak Oaerah, SUrat Ketc.tapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Kc1.eta_pan Pajak. Dae rah l<urang Ba.yar Tam bah an, Surat 
Ketetapan Pajak Daera.h Niliil, Sura1 Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
aLaU terhadap pcmo!ongnn atau pemungutaa oleh pihak ketlga yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 



22. Banding adalah upaya hukum yang dapat cillakukan olch Wajib Pajak a tau 
pena.inggung pajak terhadap suacu keputusan yang didapat cliajuknn banding 
berdasarkan peraturan perUndang- Undangan p¢rpajakan yang bcrlaku. 

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bancling 
terhadap surat kcputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

24. Pemu:ngutan aclalah 
objek dan subjck, 
kegiatan penagihan 
penyetoran. 

suatu rangkaian mu lai dari perhimpunan data 
penentuan besamya pajak yang terutang sampai 
pajak kepada Waj ib Pajak serta pengawasan 

25. ~riksaan adalah serangkaiM kegiatan menghimpun dan men golah dilta, 
ket.erangan clanJata.u bukti yang dilaksanakan sccara objektlf dan 
professlonal berdasarkan suatu s tandar pemeriksaao uotu]( menguji 
kepaluhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuktujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentu.an peraturan perUndang-Undangan 
perpajakan dacrah. 

26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakao daerah adalab serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta meogumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 
perpajakao daerQh yang tcrjadi sertQ menentukan tersangkanya. 

27.Kas umum daerab adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditenrukan oleh Kepala Daerah untuk memampung seluruh peneriroaao 
daerah dao digunakan un~uk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

28. Reward adalah pemberian pcnghwgaan bagi pemungut Pajak Bumi dan 
Bangunan scktor Perdesaan dao Perkoiaan (PBB-P2) di perdesaan dan 
perkotaan dapru. bcrupa hediah beJWUjud dan tidak berwujud alas a presiasi 
capaian realisasi target Pajak Bumi dao Bangunan seld:or Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) mencapai I 00 %. 

29. Punishment adalah Pemberian hukuman ates rendahnya capaian dari target 
Pajak Bumi dao Banguna.n sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang 
ditctapkan sebelumoya berupa aprcsiasi se-cara langsung maupun tidak 
la:ngsung. 

BABU 
MAKSUD DAN TUJUAlf PEMBERJAN REWARD DAl'f PU!'flSBMENT 

Pual2 

(11 ~s,;,d dibcrikannya reward bagi pemungut PBB-P2 adalah untuk 
memberlkan apresiasi dao. pcnghargaan bagi Camat, Lurab dao Kepala Oesa 
selaku penMggungjawab pemungut PBB-1'2 clj wilayah masing. mas;ing. 

(2) Hukumao kepada pemungut PBB-P2 dapal dilakukan secara langsung 
maupun Lidak laogsung sesuai Peraturan Perundaog-undangao. 

13) Tujuan pemberiao reward bagi pemuogur adalah untuk meningkatkan 
penerimaan Pnjak AsU Dae.rah (PAO) darl objek pajak PBB-P2. 

41 TujWln pemberian punishmenl untuk m..-motivasi KepalQ Oesa/Lurah dan 
Camm "gar berlomba-Jomba mrlaksamlkan pemungutan PBB-P2. 



Pembe:rian Reward fttnu penghargaan dapat oioen= ~ 
bcnLUk: 

p) Reward berupa. uang tunal (Vang pembinaan, uang transport, in~entif dan 
bentuk lain) 

(2} Reward berupa barang (Hadiah undian, tropi, plakat dan bcntuk lainnya) 
(3) Reward berupa pemberiat, penghargaan (kenaikan pangka1 istimewa, 

sertifikat penghargaan, penempatan tugas dan bcntuk lainnya), 
(4) Reward berupa fasilitas !ainnya (tour travcl/perjalan wisata/study banding; 

dan beatuk lamnyaJ. 

Pasal4 

Penerima Reward adalah Pctugas Pcmungut PB8--P2 di tingkat Dess. / Keluraban 
dan Kecamatan 

BAB JV 
SUMBER ALOKASI DANA PEMBER.IAN REWARD 

Pua! s 

(1) Berasal dari dana APBD Kabupacen Lebong. 
(2) Sumbangan pihak ketiga atau sumbangan lain yang tidak..mcngikaL 

BABV 
BOBOT rm.Al PEMBERIAII REWARD 

Paaal6 

(1) Pembarian reward dilak:,anakan berdasa.tkan prestasi kerja pemungut PBB
P2 berdasru-kan ru,a,s adil yang hitung melalui bobot nilai sebagai berikut: 

NO VARIABEL JEl'IISDATA BOBOT 

I. ·wa1ctu Pembayaran Slip Setor Bank 30 
Benalru(u 

2. 'Pelunasan Capaian Persentase 30 

3. Besaran Nila! Jumlab Objek Pajak 20 
dan Jumlah TAroet {Rnl 

4. Hutang Tahun sebelumnya SISMJ0P 20 

JUMLAJ-1 100 



(2) Rutnus pcrhitungan besamya masing•maain_g variabel dalam pemberian 
reward untuk setiap kecamatan clan desa/kelurahan ditetapkan sebagai 
berilrut: 

a. Rumus variabel waklu : 

Waktu Pembayaran 

Jumlah WakLU 
X30 

Pemberian nilaJ pada variabel waktu dlpetakan berdaswkan bulan 
pembayaran dengan nilai sebagai berikut : 

- Bulan Mei • 25 
Bulan Juni = 20 

• Bulan Juli= 17 
Bulan Agustus • I 5 

- Bulan September =10 
Bulan Oktober = 8 
Bulan November • 5 

b. Rumus variabel pelunasan : 

Petsc:n Pencapaian 

100 
X30 

c. Rumus varfabel besaran lli1ai : 

Besa.ran Nilai 
X20 

Tota.I Realisasi 

d . Rumus variabel Hutang : 

J umlah Hutang Kabupaten 

Hutang ~sa/kelurahe1, 
X 0,00025 

0,00025 adalah .angk.a. baku untuk mencapai angka maksimal dengan 
bobot 20 

BAB VJ 
PUllISHMEJfT 

Pua.17 
Pcmberian Punishment dapal dilakukan secara langsung maupun tidak 
langsung berupa pemotongan anggaran SKPD maupun anggaran alokasi dana 
Desa (ADD) sesuai .Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang pelunjuk 
tekru.s pcngelolaan alokasi dana de.sa !ADO). 



-

BAB Vll 
KETENTUAl'r PElWTUP 

PualS 
Hal-hal yai1g belum cukup diatur dalam Pcraruran Bupatl ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaann ya, akan diamr kemudinn dengan peraturan 
r=adfri. 

Pual9 

PeratUran Bupali ini mulai berlaku scjak tang&al ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dalam Belita D<1erah Kabupatea Leboag. 

Ditetapkan dj Tubfi 
pada tanggal, 2014 

i~~ 
Diundangkan dl Tubei 

>-- R. ROSJONSYAR 

pada tanggal, 2014 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG 

' 
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